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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK 
TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN 
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK 
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk merespon dampak penyebaran COVID-19, diperlukan fasilitas pajak untuk 
mendukung ketersediaan barang dan jasa serta fasilitas Pajak Penghasilan yang mendorong 
industri Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan fasilitas Pajak 
Penghasilan sehubungan dengan dukungan masyarakat yang masih belum ditampung dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020, sehingga perlu dilakukan penggantian 
terhadap Peraturan Menteri dimaksud dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas 
Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas 
Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 
No.62, TLN No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), 
UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun  2009 No.150, TLN No.5069), UU 17 Tahun 2003 
(LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.66, TLN No.4723), 
UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 29 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 
No.148, TLN No.6526), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Insentif PPN diberikan kepada: a. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena 
Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 
Pabean di dalam Daerah Pabean; b. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat atas 
impor atau perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19;               
c. Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari 
Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sejak Masa Pajak April 
2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020. Wajib Pajak badan dalam negeri dan 
bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas 
penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, 
diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 sejak Masa Pajak April 2020 sampai 
dengan Masa Pajak Desember 2020. 



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
28/PMK.03/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

   Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2020. 

   Lampiran halaman 23-41. 

 


